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INTISARI

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Desa Buntalan,
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, membawa pengaruh terhadap
perkembangan kota, karena itu kebutuhan sarana dan prasaranapun semakin
meningkat. Untuk itu di Desa Buntalan telah dilaksanakan Konsolidasi Tanah
Perkotaan, dengan tujuan agar tercipta penguasaan, pemilikan dan penggunaan
tanah yang tertib dan teratur. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk
mengevaluasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Buntalan,
Kecamaten Klaten Tengah, Kabupaten Klaten apakah sesuai Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991; 2) untuk mengetahui
hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode
deskriptif, data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder yang
bersumber dari responden peserta konsolidasi tanah perkotaan dan pejabat
pelaksana, sedangkan pengambilan data tersebut digunakan teknik wawancara,
dokumentasi dan observasi, dengan menggunakan alat kuesioner. Penelitian ini
mengambil 35 responden sebagai sampel dari 115 peserta konsolidasi tanah
perkotaan dengan luas tanah sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah perkotaan
seluas 42.831 M2 dan sesudah dikonsolidasi seluas 36.657 M2 serta Sumbangan
Tanah Untuk Pembangunan seluas 6.174 M2. Setelah data tekumpul, dipaparkan
secara deskriptif kemudian dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan atau
informasi tentang fenomena yang terjadi.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah,
Kabupaten Klaten, sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 dan Surat Edaran
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245 tanggal 7 Desember 1991
dan, (2) Hambatan mengenai kurang optimalnya partisipasi masyarakat adalah
tidak terbukti, karena berdasar data penelitian diperoleh hasil bahwa partisipasi
masyarakat di daerah penelitian tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena konsolidasi
tanah perkotaan di daerah tersebut memang benar-benar atas kemauan sendiri dari
peserta konsolidasi tanah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan

manusia akan perumahan, tempat usaha, industri maupun pertanian semuanya

memerlukan tanah. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi apabila masih cukup tanah.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di perkotaan baik secara

alami maupun migrasi, akan membawa pengaruh terhadap perkembangan kota.

Karena itu kebutuhan mengenai penyediaan sarana dan prasaranapun akan

semakin meningkat, hal ini merupakan tekanan bagi penataan ruang kota

khususnya dalam hal ketersediaan tanah.

Dengan berkembangnya suatu kota maka masalah tanah merupakan

masalah yang sangat kompleks dan menjadi peran utama. Begitu besar dan

kompleksnya peranan tanah dalam pembangunan dan kehidupan manusia, maka

tidak heran apabila dari waktu ke waktu dirasakan bahwa masalah pertanahan

merupakan masalah yang terpenting.

Kebutuhan tanah untuk pembangunan dan kehidupan manusia terus

meningkat sedang luas tanah relatif tetap, disamping jumlah penduduk semakin

bertambah mengakibatkan masalah pertanahan menjadi masalah lintas sektoral.

Disamoine itu kebutuhan akan tanah dapat mengakibatkan teriadinva alih funesi



dengan hal tersebut, maka faktor kebijaksanaan pembangunan, terutama

pembangunan daerah sangat diperlukan.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat cenderung terjadi di tempat-

tempat yang letaknya sangat strategis dan daerah-daerah pinggiran kota akibat

urbanisasi. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten

Klaten, bahwa tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan pertumbuhan

perkampungan yang tidak teratur dengan kualitas lingkungan yang rendah

(pemukiman kumuh), karena kurangnya prasarana dan rendahnya fasilitas

lingkungan yang dibutuhkan. Kurangnya prasarana dan rendahnya fasilitas

lingkungar? ini disebabkan oleh keterlambatan pengadaan prasarana umum oleh

Pemerintah, sehingga penduduk mengambil inisiatif untuk mengatur diri sendiri

dalam pengadaan prasarana umum tanpa memperhatikan kepentingan

wilayah/lingkungan secara lebih luas.

Pengadaan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah memerlukan biaya

yang relatif besar, sedangkan pemerintah sendiri pada saat sekarang ini tidak

mempunyai dana cukup untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Hal ini terjadi pula

di Propinsi Jawa Tengah yaitu di Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten

yang merupakan salah satu kecamatan yang letaknya sangat strategis, karena

terletak di dalam kota Klaten.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dilakukan kegiatan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Klaten yang merupakan kegiatan menata bidang-



prasarana umum antara lain berupa tanah dengan tidak mengeluarkan biaya relatif

besar. Kegiatan yang dimaksud di atas yaitu konsolidasi tanah perkotaan.

Konsolidasi tanah merupakan kegiatan terpadu yang memanfaatkan tanah

secara optimal melalui efisiensi pemanfaatan tanah dengan sasaran terwujudnya

suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur dengan

melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya progam konsolidasi tanah

dapat menghemat pengeluaran dana dari pemerintah untuk pembangunan, seperti

biaya untuk pembangunan prasarana, biaya ganti rugi dan biaya operasional

karena ada sebagian biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Kegiatan

konsolidasi tanah perkotaan dilakukan oleh pemerintah di wilayah negara

Indonesia, dan salah satu propinsi yang telah melaksanakan konsolidasi tanah

perkotaan yaitu Propinsi Jawa Tengah antara lain di Desa Buntalan Kecamatan

Klaten Tengah Kabupaten Klaten.

Untuk keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah, proses atau tahapan

yang dilakukan akan sangat menentukan, terutama pada tahap pemilihan lokasi

dan penyuluhan. Pada tahap selanjutnya, peranserta masyarakatnya juga sangat

menentukan keberhasilan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan. Oleh karena

itu proses konsolidasi tanah perkotaan haruslah betul-betul mengacu pada

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Jo. Surat

Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-4245.

Menurut Oloan Sitorus dan Balans Sebayang (1996 : 95), bahwa



partisipasi masyarakat". Sehingga apabila partisipasi masyarakat rendah akan

mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Kesesuaian pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Buntalan

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten masih belumjelas diketahui dengan

peraturan yang ada dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka penyusun tertarik memilih judul

skripsi "EVALUASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN

DI DESA BUNTALAN KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN

KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH".

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka untuk

mengetahui masalah lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah perkotaan di Desa

Buntalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten maka penyusun

menentukan rumusan permasalahan yaitu :

1. Apakah pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Buntalan

Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 4 Tahun 1991?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai pada saat pelaksanaan

Konsolidasi Tanah Perkotaan tersebut?



C. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini penyusun akan memberikan batasan masalah hanya

pada pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Buntalan Kecamatan

Klaten Tengah Kabupaten Klaten, khususnya evaluasi terhadap kesesuaian antara

rencana Konsolidasi Tanah Perkotaan yang dilaksanakan dengan kenyataan yang

ada pada saat ini.

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian permasalahan di atas maka tujuan penelitian

adalah:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa

Buntalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten apakah sesuai

dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun

1991.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dijumpai dalam

pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di masa yang akan



BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ada dan pembahasan yang telah penyusun uraikan

dalam bab-bab sebelumnya mengenai konsolidasi tanah perkotaan di Desa

Buntalan, akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Buntalan,

Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten sebagian besar sudah sesuai

dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991

tentang Konsolidasi Tanah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tahapan dalam

pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Buntalan telah dilaksanakan

sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-

4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi

Tanah dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 410-1078 tanggal 18 April 1996 tentang

Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di

Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten mengenai

kurang optimalnya partisipasi masyarakat adalah tidak terbukti. Hal tersebut

dapat dilihat dari data yang penyusun sampaikan pada Bab sebelumnya

bahwa ternyata partisipasi masyarakat di lokasi konsolidasi tanah perkotaan
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